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Abstrak

Sebagaimana telah diketahui bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang
suami dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Untuk dapat
melakukan poligami suami harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan
Agama setempat disertai dengan alasan dan syarat-syarat vang telah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan ( UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
hukum Islam).

Kegelisahan yang dirasakan penyusun di sini adalah apabila terdapat seorang
suami yang telah menceraikan istrinva dengan talaq raj’i. Ketika akan menikah
lagi dengan wanita lain sementara istrinya yang ditalaq itu masih dalam masa
‘iddah, apakah suami tersebut harus mengajukan izin terlebih dahulu ke
Pengadilan Agama sebagaimana layaknya izin untuk berpoligami.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan
Yundis-Normatif. Sebagai sumber primemya adalah UU Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam dan sumber sekunder adalah kitab-kitab maupun buku-
buku ilmiah yang membahas mengenai poligami. Dalam melakukan analisis
penyusun berusaha mengambil makna yang terkandung dalam pasal-pasal yang
berkaitan dengan permasalahan izin poligami dalam masa ‘iddah yang merupakan
judul skripsi penyusun.

Adapun kesimpulan dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah bahwa
kasus tersebut termasuk ke dalam izin poligami dalam masa ‘iddah. Alasannya
adalah karena pada dasarnya pada talaq raj’i itu tidak menghilangkan hak-hak
yang ada pada istri yang tertalaq tersebut selama masa ‘iddahnya. Kedudukan dan
hak dari istri tersebut sama halnya dengan istri sebelum diceraikan dalam hal hak
kebendaan, sehingga apabila suami tersebut menikah dalam masa ‘iddahnya istri
vang tertalaq ¢/ i, ia harus mengajukan izin sebagaimana izin poligami. Karena
pada hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talaq ra;’i dianggap masih
sebagai suami istri karena ikatan perkawinannya belum putus.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih oleh Allah sebagai jalan
bagi manusia untuk melangsungkan hidup dan melestarikan keturunannya setelah
masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan
perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikatan perjanjian untuk
bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih
sayang, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:
33 4 vi‘“ s L | S el g (»5«-@\ o vﬂ gl ol WLl e

0 g S il WL Y B 3 0] ae s

Tujuan perkawinan menurut Islam bukanlah semata-mata untuk
menyalurkan hawa nafsu belaka, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk
membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan Yang
Maha Esa seperti yang tertuang dalam UU Nomor I Tahun 1974 tentang
perkawinam.2

Dalam kondisi tertentu Islam pun membolehkan seorang suami untuk
beristri lebih dari satu orang (poligami), tetapi disyaratkan harus bisa berlaku adil

sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

U Ar-Riim (30): 21.

2 UU No. | Tahun 1974. Tentang Perkawinan, pasal 1.
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Para ulama’ figh berpendapat bahwa adil terhadap para istri ialah dalam
hal pemberian nafkah terhadap mereka dan juga adil dalam pembagian waktu
dalam menggilir istri-istr1 tersebut.* Akan tetapi, jarang orang melakukan
poligami sesuai dengan ketentuan agama. Kebanyakan mereka yang melakukan
poligami itu hanya mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya alasan maupun
pertimbangan lainnya. Hal demikian sering terjadi khususnya di Indonesia. Oleh
karena itu demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang
harus diterapkan secara tegas. Orang yang akan melakukan perkawinan harus
memenuhi syarat-syarat perkawinan baik itu bersifat materiil maupun non
materiil. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka tidak ada halangan
baginya untuk melakukan perkawinan.

Di Indonesia untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan
permohonan izin kepada Pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor | Tahun 1974 Pasal
4 gyat (1) dan (2) yang berbunyt:

Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang
sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka

ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah
tempat tinggalnya.

* An-Nisd’ (4) : 3.

* Humaidi Tata Pangarsa, Hakekat Poligami dalam Islam (Surabaya: Usaha Nasional,
t.t.), hlm. 34.
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Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal im1 hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 1stri;

b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan;

¢. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian untuk dapat mengajukan permohonan izin tersebut ke
Pengadilan maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang
disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU i, harus
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. Adanva kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
mereka;

¢. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adll terhadap
istri-istri dan anak-anaknya.

Ayat (2) : Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 11
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya
tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar
dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian
dari hakim pengadilan.

Sedangkan mengenai pembatasan dalam poligami di Indonesia diatur
dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat
dalam Pasal 55 ayat (1).° Dan disebutkan juga dalam Pasal 70 huruf a Kompilast

Hukum Islam yang berbunyi ” Batalnya perkawinan apabila:

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak
melakukan agad nikah karena sudah mempunyai empat orang

° Bunyi Pasal tersebut adalah “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan,
terbatas hanya sampai empat orang istri.”




istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam ‘iddah

talag raj’i”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa wanita yang masih dalam ‘iddah talaq
raj’i masih mempunyai ikatan hukum yang sah dengan suami yang mentalaqnya,
sehingga suami tersebut tidak boleh menikah lagi sebelum habis masa ‘iddah
istrinya. Hubungan tersebut baru dianggap putus secara hukum setelah masa
‘iddah wanita tersebut selesai. Apabila suami tersebut memaksakan untuk
menikah lagi, maka dianggap memiliki lima orang istri. Hal ini jelas-jelas tidak
sesuai dengan hukum Islam dan peréturan perundang-undangan yang menetapkan
maksimal berpoligami adalah empat orang istri. Dengan demikian perkawinan
tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan kehendak Pasal tersebut.

Kemudian apabila dijumpai seorang suami yang telah menceraikan
istrinya dengan talaq raj ’i, sedangkan suami tersebut hendak menikah lagt dengan
wanita lain padahal bekas istrinya masih dalam masa ‘iddah talaq ra/ i, apakah
suami tersebut harué mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama atau tidak
untuk Iebih mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Namun
apabila talaq 7@j i itu dipahami dan dimaknai sebagai putusnya perkawinan, maka
praktis suami tersebut akan segera dapat melangsungkan akad perkawinan
meskipun tanpa harus izin melalui Pengadilan Agama. Sesuai dengan batas dan
maksud Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”. Hanya saja yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah

pemahaman yang kedua, yaitu bahwa talaq rgj’i itu sama dengan putusnya



perkawinan, sehingga dampak dari kasus tersebut adalah timbulnya perkawinan
poligami di bawah tangan, yang nantinya akan membawa madarat dalam
perkawinannya. Karena secara hukum perkawinan yang dilakukan dengan istri
kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyat
kekuatan hukum dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.®

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penyusun mencoba
untuk membahas serta mengkaji lebih jauh mengenai masalah izin poligami dalam

masa ‘iddah.

B. Pokok Masalah
Dari uraian latar belakang di atas dapatlah dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:

1.  Apakah suami yang istrinya dalam masa ‘iddah talaq raj i, ketika akan
menikah lagi dengan wanita lain perlu izin poligami ke Pengédﬂan
Agama?

2. Bagaimana kedudukan wanita yang tertalaq raj'i dan hak-haknya dalam

masa ‘iddah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¢ Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.




1. Untuk menjelaskan apakah seorang suami yang istrinya dalam masa
‘iddah talaq raj 'i ketika akan menikah lagi dengan wanita lain perlu izin
ke Pengadilan Agama.

2. Untuk menjelaskan kedudukan wanita yang tertalaq raj’i dan hak-
haknya dalam masa ‘iddah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran
bagi hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai
permasalahan poligami.

2. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang timbul dalam
masyarakat Islam dewasa ini baik yang bersifat penafsiran, pemahaman
maupun kasus-kasus sekitar poligami khususnya izin poligami dalam masa

‘iddah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaghan yang komprehensif, seperti yang telah
dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal
terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang
akan dikaji.

Menurut Khoiruddin Nasution dalam bukunya Riba dan Poligami’

mengutip pendapat Muhammad ‘Abduh yang menyatakan bahwa kebolehan

7 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammacd
‘Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 103.




poligami sangat tergantung pada situasi dan kondisi, artinya poligami hanya
sebagai jalan keluar yang digunakan bila keadaannya benar-benar terpaksa,
Muhammad Abduh memperketat kebolehan poligami, namun bukan berarti beliau
melarang poligami bila didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan.

Al-Atar menerangkan dalam Poligami Ditinjau Dari Segi Sosial dan
Perundang—undangang, bahwa akibat negatif yang akan ditimbulkan dari adanya
tindakan poligami di antaranya adalah: 1. ‘Akan menimbulkan kecemburuan antar
istri, 2. Laki-laki tidak dapat berlaku bijaksana dan adil terhadap istri-istri dan
anak-anaknya, 3. Anak-anak yang berlainan ibu akan saling berkelahi dan 4.
Akan mengalami kesulitan ekonomi. Kalau hal-hal yang negatif ini muncul, maka
dalam sebuah kaluarga akan sering terjadi keributan dan kedisharmonisan.

Sayvid Qutb dalam kitab F7 Zjlal al- Qar’aﬂ,g menyatakan bahwa poligami
merupakan perbuatan rukhsah, karena merupakan rukhsah maka bisa dilakukan
hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun
masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di
sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan serta pembagian
malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka
diharuskan cukup satu saja.

Al-Maragi dalam tafsimya menyebutkan bahwa kebolehan poligami

merupakan keboleban yang dipersulit dan diperketat. Poligami boleh dilakukan

8 Abdul Nasir Taufik al-‘Atar, Poligami Ditinjau dari Segi Sosial dan Perundang-
undangan, alih bahasa Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 47.

? Sayyid Quib, Fi Zilal al-Qur'an, (Ttp: Dar al-Kutub al-‘Timiyah, 1961), IV: 236.




hanya dalam keadaan darurat dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat
membutuhkan.'® Sedangkan mengenai kemampuan berbuat adil yang terpenting
adalah adanya usaha yang maksimal untuk dapat berbuat adil. Adapun untuk hal-
hal yang di luar kemampuan manusia bukanlah suatu kemampuan yang harus
dilaksanakan manusia.'’

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-undang perkawinan,
yang di dalamnya terdapat kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam
Hukum Islam, yaitu pada asasnya perkawinan itu monogami,”” akan tetapi
poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan dengan persyaratan
yang sangat ketat dan dipersulit. Semua itu bertujuan untuk melindungi hak
wanita dari terjadinya poligami secara bebas dan tidak sesuai dengan aturan yang
ada.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, sebagaimana dijelaskan
dalam perundang-undangan bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan,
oleh karena itu poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan adalah
merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat berakibat ruginya kedua belah
pihak, dalam hal ini terutama pihak istri sebagai pihak yang dirugikan. Selain itu

juga perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa izin pengadilan tidak

19 Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, (Mesir: Musthafa Al-Babi al-Halabi, 1382/1963), IV:
181.

Y Ibid., V: 173.

2 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.



mempunyai kekuatan hukumnya. Apabila terjadi  hal tersebut maka
perkawinannya dapat dibatalkan. "

Sedangkan menurut Nursyahbani Katjasungkana, dengan melihat
ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa untuk melakukan poligami secara
teoritis di Indonesia tidaklah gampang, namun pada prakteknya untuk melakukan
poligami, tidak sulit bagi suami untuk mendapatkan persetujuan istri, karena
berbagai tekanan yang ada. i

Skripsi yang membahas mengenai poligami lebih cenderung bersifat Field
Research (Studi Lapangan) akan tetapi tidak menutup kemungkinan bersifat
Library Research (Studi Pustaka). Skripsi-skripsi tersebut di antaranya adalah
pertama, skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi atas Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta Tahun 1997—1999)”15 dalam skripsi ini membahas mengenai
alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan perkawinan
poligami. Pembatalan tersebut berdasarkan pada gugatan yang disampaikan oleh
pihak istri dengan mengungkapkan alasan yaitu, suami melakukan poligami tanpa

sepengetahuan istri yang sah dan tidak mengajukan permohonan izin poligami

13 pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

* Nursyahbani Katjasungkana, “Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam”, dalam
Marcoes Natsir dan John Meuleman (ed), Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan
Kontekstuol, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 62.

5 Endah Rahmani, “Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif, Studi atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1999”, Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari“ah, Yogyakarta (2000).
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terlebih  dahulu ke Pengadilan Agama. Kedua, skripsi yang berjudul
“Pertimbangan Maslahah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam
Masalah Perizinan Poligami”.lf’ Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana
seorang hakim dalam memberikan izin kepada seorang yang ingin beristri lebih
dari seorang harus berdasarkan pertimbangan maslahah.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan belum
pernah penyusun temukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang izin
poligami dalam masa ‘iddah, sehingga penyusun merasa perlu untuk mengadakan

penelitian mengenai masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Syari’at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu Al-Qur’an dan as-
Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akhirat.
Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dari
aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah yang berkaitan dengan
hukum perkawinan khususnya dalam hal perkawinan poligami. Waiaupun
terdapat kontroversi tentang poligami akan tetapi semua sepakat kebolehannya
dan mendasarkan pada firman Allah SWT:
Sy ote sl r oSO Dbl 158Gl ozl 3 Vs [PEERIY
713 505 VT a5 23 oSGl e Sl 5l a3 s W gz OB 5

-

16  uthfi Hardiyanto, “Pertimbangan Maslahah oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto
dalam Masalah Perizinan Poligami”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Fakultas Syari’ah, Yogyakarta (2000)

'7 An-Nisa’ (4): 3.
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Al-Qur'an telah menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi dan
memberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam al-Qur'an hubungan
suami istri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain, oleh karena itu
poligami dalam Islam mengatur dengan ketat dan memberi batasan sampai empat
orang saja, dengan catatan bila suami tidak mampu berbuat adil terhadap istri-

istrinya maka ia harus kawin dengan seorang wanita saja. Allah SWT berfirman:

La:j).,\..s p.s. K#WM?}};MVW jj*’\”ﬁﬁ_}"-‘mujj

8Ly )46 OIS A OB 1435 s | gl OFy a2kl
Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki itu tidak akan mampu berbuat
adil di antara istri-istrinya, betapapun dia menginginkannya. Maksud dari ayat
tersebut adalah untuk melindungi hak-hak dan kedudukan wanita dari perbuatan
sewenang-wenang laki-laki.
Dalam hal pemberian izin poligami di Indonesia diatur dalam UU Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 56. Namun demikian, mengenai izin poligami dalam masa ‘iddah belum
termaktub secara eksplisit dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga
perlu adanya penjelasan yang lebih mendalam mengenai izin poligami dalam
masa ‘iddah.
Di sini ‘iddah yang dimaksudkan oleh penyusun adalah ‘iddah bagi wanita

yang tertalaq r@j i, karena masa ‘iddah pada talaq ra/ i adalah masa berfikir bagi

1% An-Nisa’ (4):129.
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suami, apakah ia akan merujuk istrinya atau akan menceraikannya. Sedangkan
pengertian talaq raj’i ialah talaq satu atau dua yang dalam hal ini suami masih
memiliki hak untuk kembali (rujuk) kepada istrinya, sepanjang istrinya tersebut
masih dalam masa ‘iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah
satu di antara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang
dicerai sebelum dicampuri tidak mempunyai masa ‘iddah." Hal ini sesuai dengan
firman Allah yang berbunyi:
b yp et OF 8 o cpgezill @ gl oSG 13 1T D Ll
BN ol 8 g g 0 i S gkind B n el oS
Dalam talaq raj’i suami istri itu tetap dapat saling bantu membantu satu
sama lainnya karena hubungan perkawinan itu belum putus. Bila salah seorang
dari mereka meninggal, maka yang lainnya dapat mewarisi peninggalannya,
demikian pula sebaliknya. Biaya hidup akan tetap diberikan kepada istri dan anak-
anaknya. Rujuk atau kembali itu merupakan hak suami. Al-Qur’an mengatakan:
2o Fyslf OF Sl (3 an s g edsm g
Selama masa ‘iddah talag raj’i, hubungan suami istri masih tetap
berlangsung, karena talaq raj'i tidak menghapuskan akad nikah, tidak

menghilangkan hak-hak suami atas istrinya, begitu pula hak-hak istri terhadap

19 Muhammad Jawad Mughniya’, Figh Lima Mazhab, alih bahasa Muhammad Aeie
Masykur, (Jakarta: Basrie Press, 1994), I1: 675.

2 Al-Ahzab (33): 49.

1 Al-Baqarah (2) : 228.



suaminya. Apabila suami ingin mencampuri istrinya agama membolehkan. Di saat
terjadinya percampuran suami istri itu, maka terjadilah rujuk®.
Dalam Pasal 70 huruf a Kompﬂasi»Hukum Islam yang berbunyi: Batalnya

perkawinan apabila:

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun
salah satu dari keempat istrinya dalam ‘iddah raj 'i.

lebih mempertegas pemahaman terhadap kasus talaq raj i atas kekuatan
yang terkandung di dalamnya, yakni yang bernilai sama dengan seorang yang
akan melakukan poligami yang sesungguhnya. Meskipun istri tersebut dalam
keadaan talaq raj’i, namun pada hakekatnya masih merupakan istri dari suami
tersebut selama masa ‘iddahnya belum habis, bagi seorang laki-laki yang
menceraikan istrinya dengan talaq rgj’i masih dalam ‘iddah dianggap masih
mempunyai istri, dan juga dari segi hak dan kewajibannya wanita yang ‘iddah
dalam talaq raj’i itu sama seperti istri. Karena hak dan kewajiban itu sama, maka
jika suami akan menikah lagi dengan wanita lain harus izin ke Pengadilan Agama
dimana ia bertempat tinggal.

Keharusan izin poligami seperti dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh
seseorang yang akan melakukan poligami tak terkecuali yang melakukan talag
raj’i bagi istri yang sedang masa ‘iddah, sehingga apabila ada seorang suami yang

telah menceraikan istrinya dengan talaq raj’i dan ingin menikah lagi ketika

22 K amal Mukhtar, Asas-asas Hukum [slam tentang Perkawinan, cet ke-3, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 177.
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istrinya masih dalam masa ‘iddah, tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai
kekuatan hukum. Jika hal ini terjadi, maka perkawinan yang telah dilakukan dapat
dibatalkan. Hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 71 huruf a2 Kompilasi Hukum
I[slam.

Sedangkan dalam memberikan suatu  izin hakim mempunyai
pertimbangan, dan pertimbangan tersebut harus pula berdasarkan pada
kemaslahatan. Dengan demikian, walaupun hukum Islam memperbolehkan
poligami tetapi pemerintah boleh mencegah dilakukannya poligami. Ketika
tampak bahayanya dan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Maka,
menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah:

2 é‘w:l\ e e pdis kel T s
F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa
dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu
metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) yaitu
suatu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan

cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup

2 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Figh, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
him. 29.
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ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang
diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil
penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan poligami dapat diperoleh dari
kitab-kitab figh konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan izin
poligami dalam masa ‘iddah dapat dilihat pada Undang-undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian
diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil kesimpulan.**
Setelah data terkumpul dideskripsikan seputar masalah poligami secara
umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah
tentang izin poligami dalam masa ‘iddah dan terakhir dianalisis mengenai
ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum
Islam yang berkaitan dengan izin poligami dalam masa ‘iddah tersebut.

Pendekatan Penelitian

[U¥]

‘Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Yuridis-Normaiif. Pendekatan yuridis digunakan untuk
mengetahui bagaimana ketentuan izin poligami yang terdapat dalam
Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara

untuk mengetahui dalil-dalil dari nas al-Qur'an maupun sunnah tentang

2% Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian [lmiah, Dasar Metode Teknik, (Bandung:
Tarmo, 1990), him. 139.
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poligami dalam ‘iddah serta pendapat ulama dalam kitab-kitab
konvensional digunakan pendekatan normatif.
. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang dibutuhkan
dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian
yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data yang
primer lebih diutamakan yaitu bahan yang berkaitan dengan izin poligami
dalam masa ‘iddah serta Undang-undang yang mengatur tentang hal
tersebut. Adapun data sekunder yaitu buku-buku ilmiah yang mendukung

terhadap permasalahan tersebut.

. Analisa Data

Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis
data dengan metode kualitatif berdasarkan alur berfikir:

a. Deduktif, yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-
fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat
khusus.” Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang
pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks, penyusun mencoba
berangkat dari aturan perundang-undangan yang ada kemudian
menjadi alat analisa untuk melihat praktek poligami yang ada.

b. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus,

peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut pada

5 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), him. 197.
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kesimpulan yang bersifat umum.”®

Metode ini digunakan untuk
memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang
akan diteliti.

Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan

menginterpretasikan dengan metode-metode di atas yang diharapkan mampu

memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari
sub-sub bab.

Bab pertama berisi Pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mendeskripsikan tentang tinjauan umum poligami. Bab ini
terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: pengertian dan dasar hukum poligami
yang di dalamnya terdapat pengertian poligami, dasar hukum, dan tujuan
diperbolehkannya poligami, kemudian pandangan para ulama tentang poligami
dan syarat-syarat dan alasan poligami yang di dalamnya akan dibagi menjadi dua
Pasal. Pertama, syarat-syarat dan alasan poligami dalam hukum Islam, kedua

syarat-syarat dan alasan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan

% Ibid., hlm. 202.
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Kompilasi Hukum Islam. Serta tata cara permohonan izin poligami. Urgensi dari
bab kedua ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang poligami secara
umum dan hikmah diperbolehkannya. Hal ini dimaksudkan untuk membangun
kerangka teoretik sebagai titik tolak dalam membahas izin poligami dalam masa
‘iddah.

Bab ketiga menjelaskan tentang izin poligami dalam perundang-undangan,
yang di dalamnya meliputi kedudukan wanita yang tertalaq raj’i dan hak-haknya
dalam masa ‘iddah menurut Undang-undang dan izin poligami dalam masa ‘iddah
dalam perundang-undangan R1.

Bab keempat yaitu analisis tentang Hukum Islam dan izin poligami dalam
masa ‘iddah, yang di dalamnya terdapat analisis mengenai kedudukan wanita
yang tertalaq ra;’i dan hak-haknya dalam masa ‘iddah dan izin poligami bagi
suami yang menikah dalam masa ‘iddah istrinya serta kepastian hukum mengenai
izin poligami dalam masa ‘iddah.

Bab kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan
kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan
sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan
saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta

beberapa lampiran yang dianggap relevan.




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Merupakan sebuah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami-istri
yang bercerai dengan talaq raj’i ikatan perkawinannya belum putus
selama masa ‘iddah istri yang ditalaq tersebut belum habis, karena itu
bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain, pada waktu
bekas istrinya masih menjalankan masa ‘iddahnya, maka pada
hakekatnya dilihat dari kewajiban hukum merupakan beristri lebih dari
seorang. Oleh karena itu pada kasus tersebut mantan suami harus
meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama seperti halnya
izin untuk berpoligami.

2. kedudukan wanita yang tertalaq raj’i menurut Pasal 70 huruf a
Kompilasi Hukum Islam dianggap masih mempunyai ikatan
perkawinan dengan suami yang menceraikannya selama masa
iddahnya belum habis dan hal ini dikarenakan hak-hak dari istri yang
masih dalam ‘iddah talaq raj’i tersebut dianggap sama dengan istri.
yang belum diceraikan oleh suaminya dalam hal hak kebendaan yang
berupa hak nafkah, tempat tinggal, hak mewarisi dan mendapatkan

maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya.
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B. Saran-saran.

Untuk melengkapi peyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk

menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1.

Penyuluhan hukum mengenai perkawinan terutama mengenai
persoalan poligami dalam masa ‘Gddah yang belum tersosialisasikan di
tengah masyarakat Islam utamanya kepada kaum laki-laki secara
berkala dan kontinyu, untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran
vang dilakukan laki-laki dalam melakukan perkawinan sekecil
mungkin diperlukan adanya sistem yang terpadu.

diharapkan kepada Pengadilan Agama untuk dapat mensosialisasikan
mengenai permasalahan yang terdapat dalam perkawinan secara umum
dan khususnya permasalahan poligami dalam masa ‘iddah kepada
masyarakat, schingga masyarakat memahami arti pentingnya
Pengadilan Agama dalam penyelesaian masalah yang terjadi. |
diharapkan untuk memberikan perhatian yang lebih banyak lagi dalam
penyusunan yurisprudensi-yurisprudensi. yang telah dihasilkan oleh
Pengadilan-pengadilan Agama selama ini, untuk dapat disumbangkan
dalam Pembinaan Hukum Nasional.

Untuk civitas akademik supaya menggali lebih dalam mengenai makna
dari poligami dalam masa ‘iddah sehingga tidak terdapat salah
penafsiran dan diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut di

Pengadilan-pengadilan Agama tentang hal tersebut.
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Lampiran-lampiran

TERJEMAHAN

No

Him

Foot
note

Terjemahan

11

12

12

17

18

21

22

BABI

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nva ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
berbuat aniaya.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di
antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu
biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka
sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka
mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik-baiknya. -

Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.

Menghindari kerusakan lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan.
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11

12

13

14

22

33

34

61

61

62

26

27

28

BAB I

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
berbuat aniaya.

Sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-Sagafi masuk
Islam dan dia mempunyai sepuluh orang istri pada mas
jahiliyyah, setelah masuk Islam  bersama-sama,
kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan
untuk memilih empat di antara mereka (istri-istrinya).

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang
telah mampu manikah, maka menikahlah karena yang
demikian itu lebih baik menundukkan pandangan dan
lebih menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram, dan
barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah
(menjaga diri dari zina) karena puasa itu sebagai
pencegahnya.

Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian
bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah)
karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

BAB IV

Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik.

Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.

Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishiah.

Dari ibnu Umar yang mentalaq istrinya yang sedang
haid, kemudian Umar Bin Khathab menanyakan hal itu
pada Rasulullah SAW, sabda Beliau memerintahkan
Abdullah supaya rujuk kembali kepada istrinya hingga
istrinya suci kemudian ia haid lagi lalu suci. Setelah itu
terserah padanya, ia boleh mencerai istrinya sebelum
menggaulinya atau ia tidak jadi menceraikannya. Dan
itulah waktu yang diperbolehkan Allah untuk

II




15

16

17

18

19

20

21

64

65

66

70

77

14

19

25

37

menceratkan istrinya.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan mereka pada waktu
mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan
hitunglah waktu ’iddah itu serta bertakwalah kepada
Allah Tuhan-Mu.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka
sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka
mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik-baiknya.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Kepada wanita-wanita yang kamu ceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang mampu
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.

Menghindari kerusakan lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan.
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